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BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 60TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BURU,

: a. bahwa untlrk melaksanakan ketentuan pasal 4 peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat

Daerah, yang mengatur kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, perlu
membentuk Susunan Organisasi dan Tata Keda Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Buru;

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun tggg tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1.74 Tahun lggg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3gG1);



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZOA4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oa4 Nomor 1.26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3Sl;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor gZ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a|;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ot4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9a\

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OLG tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor LLfl;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2OL6

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun
2OL6 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BURU.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Buru;
5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru;

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelay€Lna"n Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru;

B. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

9. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembanguanan.

BAB iI

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu {DPM-PTSP) Kabupaten
Buru.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BURU

Pasal 3

Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)

Kabupaten Buru adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati,



dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Susunan Organisasi

tl) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu tipe c terdiri atas 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) sekretariat;

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 {dua) Sub
bagian;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (L) terdiri atas paling banyak 2
(dua) Seksi;

{4} Susunan Organisasi Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas Membawahkan;

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Promosi dan Pengembangan Penanarnan Modal membawahkan;
1. seksi Perencanaan dan pengkajian Iklim Investasi;
2. Seksi Promosi Penanaman Modal;

d. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
membawahkan;
1. Seksi Pemantauan, Pengawasan dan pembinaan;

2. Seksi Deregulasi dan Fasilitas Kerjasama;
e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu membawahkan;

1. Seksi Perizinan, Nonperizinan dan pengolahan Data;
2. Seksi Pengaduan, Evaluasi dan pelaporan Iayanan;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS

Pasal 5

{U Kepala Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan
desenteralisasi.

{2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu mempunyai fungsi :



a' Merumuskan kebijakan teknis dan operasional badan
pena,naman modal;

b' Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan badanpromosi dan penananarnar modal;
c' Mengkoordinir, menata dan mengerora sistim pelayanan
d' Memberikan pertimbangan perizinan/rekomendasi di

dan penanaman modal;
e. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan badan

penanaman modal;
f- Mengendalikan program/kegiatan yang terkait dengan peraksanaan

urusan promosi dan penanaman modai di Kabupaten;g. Melakukan pembinaan, penga\{rasan dan penlaian kinerja bawahan
serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;h' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan.

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara
waktu kepada atasan;

j' Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

k. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS DINAS

Pasal 6

(u sekretaris Dinas mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan,
melaksanakan, mengkoodinasikan dan mengendalikan kegiatan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
penyusunan program.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)a. Menyelenggarakan urusan administrasi

ketatausahaan kantor;
b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan

kegiatan pada seluruh Bidang dilingkup Dinas untuk diteruskan
kepada atasan;

c" Mengatur, mengendalikan mendistribusikan urusan surat menyurat,
kearsipan, administrasi, serta keamanan;

d' Menyiapkan, mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi, berkala
dan tahunan kantor;

e. Menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Kantor, serta
Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
pengembangan karier;

t2)

promosi dan

terpadu;

bidang promosi

promosi dan

berkala maupun sewaktu-

sebagai berikut:
kepegawaian dan



f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara
waktu kepada atasan;

g' Memberikan penilaian terhad.ap staf dalam rangka pembuatan sKpsetiap akhir tahun; dan
h' Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

berkala maupun sewaktu_

tugas
umum,

{U

Pasal 7

Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaianmempunyai
melaksanakan dan menyelenggarakan urusan ad,ministrasi
perlengkapan dan kepegawaian.
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. menyusun rencana sub Bagian umum dan Kepegawaian sesuai

renc€Lna keq'a dinas;

t?l

(1)

dengan

b. meiaksanakan peiayanan administrasi umum, urusan daiam, urusan
surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c' menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang
perlengkapan;

d' menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelora maupun dikuasai dinas;

e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;

f. menilai hasii kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;g' melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

h' Memberikan penilaian terhadap stafnya datam rangka pembuatan SKp
setiap akhir tahun; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 8

Kepala sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas
melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan
dan melakukan koordinasi penyusunan rencana program/kegiatan serta
melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi perenc€Lnaan.
uraian tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :a. Menyusun rencana kegiatan dan program sub bagian keuangan danperencanaan;

b" Iv{engkoordinasikan pelaksarlaan akuntansi keuangan dan menyiapkan
bahan laporan peraksanaan anggaran secara berkara;

c. Melakukan verifikasi penggunaan anggaran;

d- Menghimpun daftar transaksi, dokumen keuangan, jurnal serta
melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;

e. Mengkoordinasikan tindak lanjut Laporan Hasil pemeriksaan (LHp);

(2)



f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaruasi dan
pelaporan peraksanaan kegiatan sub bagian keuangan danperencanaan;

g. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatanproduktilitas kerja dan pengembangan karier;
h' Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan raporan evaluasi,berkala dan tahunan sub bagian;
1.

j.

k.

t.

m.

n.

Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan dan program kery.a sertapenganggaran ringkup Dinas Koperasi dan uKM;
Mengkoordinasikan penyusunan statistik/informasi;
Menyusun DpA/DppA Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah;
Mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA, RENJA, LAKIP dan LppD;
Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan sKpsetiap akhir tahun; dan

Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

BIDANG PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

t1)

(2)

Pasal 9

Kepala Bidangpromosi dan pengembangan penanaman Modar mempunyaitugas pokok melaksanakan sebegian tugas merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang promosi
dan Pengembangan penanaman Modal.
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari :a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan renc.Lna umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modar ringkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;

b' Pengembangan potensi dan peluang penanaman modar ringkup d,aerah
dengan memberdayakan badan usaha merarui penanama, modal,
antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanarnan modal
lingkup Daerah;

c. Penyusunan dan pengembangan keb{iakan/strategi promosi penanaman
modal lingkup daerah;

d' Perencanaal kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan di luar
negeri;

e' Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanarnan modal.f. Pelaksanaan promosi potensi Daerah;
g. Pengawasan atas pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;



Pendistribusian, memberikan petunjuk, menilai prestasi keg.a bawahanuntuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan danpengembangan karier pegawai;
Melaporkan hasil peraksanaan tugas secara berka]a maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;
Memberikan penilaian terhadap staf daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 1O

Kepala seksi Perencanaan dan Pengkajian Iklim Investasi mempunyai tugas
meiaksanakan penyiapan bahan perenca.naan perumusan kebijakan teknis,
Perencanaan dan pengkajian Iklim Investasi-
uraian T[gas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dari:a. Melakukan pengumpuran data, analisis dan penyusunan rencana

umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

b' Mempelajari pedoman dan petunjuk k4jian data dan informasi untuk
mengetahui metode dan teknik pengkajian yang tepat;

c. Melakukan perencanaan , pengumpulan data, anarisis dan penyusunan
kebijakan/strategi promosi penanaman modal berdasarkan sektor
usaha dan Wilayah;

d' Melakukan pengkajian terkait rencana strategi promosi penanalnan
modal;

e. Melakukan pengkajian data dan informasi semua penyeienggaraan
kegiatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berraku;

f' Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan sektor
usaha dan wilayah;

g' Mencatat perkembangan dan permasalahan sesuai prosedur sebagai
bahan proses lebih lanjut;

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaruasi dan pertanggung jawaban;

i" Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pempinan
baik secara lisan maupun tertulis;

j' Melaporkan hasil pelaksanaa:r tugas $ecara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

k. Memberikan penilaian terhad.ap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

1. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

h.

J.

k.

{1}

{2)



{1}

Pasal 11
Kepala seksi promosi penanaman modal mempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan Program kerja dan pelaksanaan kegiatan
dibidang peningkatan promosi penanaman modal.
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku untuk mengetahui metode dan teknik mengolah
objek keq'a/ pelaksanaan promosi;

b. Memeriksa data/objek sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

c' Merekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis objek untuk melaksanakan
kegiatan selanjutnya;

d' Menyiapkan alat, sarana kelengkapan yang diperlukan sesuai prosedur
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran peraksanaan tugas;

e' Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman
modal;

f' Melaksanakan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

g. Mengerjakan objek kerja sesuai prosed.ur yang berlaku agar pekerjaan
dapat berjalan dengan lancar;

h' Mengevaluasi hasil penyelenggaraan objek kerja sesuai prosedur sebagai
bahan perbaikan dimasa yang akan datang;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis;

k. Melakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan
serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

1' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

m. Memberikan penilaian terhadap staf daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian dan pelaksanaan penanaman Modal
pasal 12

Kepala BidangPengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modalmempunyai
tugas melaksanakan Pengendalian dan Pelaksanaan penanaman Modal;
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari ;
a' Pelaksanaan pemantauan realisasi pena.naman modal berd.asarkan

sektor usaha dan wilayah.
b' Pelaksanaan pembinaan dan f,asilitasi penyelesaian permasalahan

penarlaman modal.

{2}

1.

j.

(1)

t2)



Pelaksanaan penga\Masan
penanaman modal sesuai
perundang-undangan.

f.

Pengkqiian, pengusulan dan penyusunan deregulas i/kebijakan lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah .

Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk , menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran pelaksanan tugas serta pembinaan dan
pengembangail karier pegawai .

Melaporkan hasil peraksanaan tugas secara berkara atau sewaktu-
waktu kepada atasan.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara
waktu kepada atasan;

h' Memberikan penilaian terhadap staf daram rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

i. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Pemantauan, Pengawasan dan pembinaanmempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan
dibidang Pemantauan, pengawasan dan pembinaan.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari
a' Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
b. Mengurnpulkan dan memeriksa data sesuai cengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan sektor
usaha dan wilayah;

c' Melakukan pemantauan realisasi pelaksanaan penanaman mod,al
melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal berdasarkan sektor usaha
dan wilayah;

d' Melakukan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan 

;

e' Melakukan pengawasan atas kewajiban perusahaan sesuai ketentuan
kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

f' Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;

g. Mengolah dan menyajikan hasii kerja dalam bentuk laporan;
h' Memeriksa aplikasi lapangan apakah telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku untuk pencegahan;
i. Memberikan saran kepada perorangan/organisasi yang

ketentuan yang berlaku agar tertib;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai

c.

d.

e.

kepatuhan dan kewajiban perusahaan
ketentuan kegiatan usaha dan peraturan

berkala maupun sewaktu-

,

prosedur dan

melanggar

dengan prosedur

{21

berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
yang



k' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

l' Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 14

{U Kepala seksiDereguiasi dan Fasiiitas Kerjasamamempunyai tugas
mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan kegiatan
dibidangDeregulasi dan Fasilitas Ke{asama.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
a' Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai d.engan ketentuan dan

prosedur yang berlaku;
b. Melaksanakan pengumpulan data, anarisis dan penyusunan

deregulasi/kebijakan penanarnan modal lingkup daerah berdasarkan
sektor Usaha dan Wilayah.

c' Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi;

d' Mempelajari pedoman dan petunjuk terkait deregulasi/kebijakan
tentang penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

e' Menganalisis objek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

f' Mengelompokkan objek kerja berdasarkan data yang diperoleh sesuai
dengan unit kerjanya untuk memudahkan apabila diperlukan;

g' Menerima dan meneliti berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui permasalahannya;

h' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang
berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban;

i' Memfasilitasi minat kerjasama/kemitraan dalam pelaksanaan
penarlaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

j' Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis;

k' Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;

l' Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

m' Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKp
setiap akhir tahun; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Pelayanan perizinan Terpadu Satu pintu
Pasal 15

{1) Kepala Bidang Pelayanan Penztnan Terpadu Satu pintu (pTSp} mempunyai
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan
kegiatan dibidangpelayanan perizinan Terpadu satu pintu (p?sp).

{21 uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
a. Menyusunrencana dan kegiatan Bidang Pelayanan Terpadu Satu pintu.
b. Mengidentifikasi, menginventarisasi dan mengelola datalinformasi serta

melaksanakan pemecahan peffnasalahan yan terkait dengan regulasi
perizinan.

c. Melakukan soaialisasi terhadap regulasi dan produkperizinan.
d. Menyiapkan bahan rancangan regulasi perizinan.
e. Mengkoordinasikan tim teknisperizinan terhadap penyelenggaraan

penanaman modal dan pTSp.

f. Melakukan pengawasarl terhadap jalannya proses perizinan dan
infoamasi.

g. Menyusun rencana standar pelayanan minimal , standar operasional
prosedur, dan tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan 6an
penanaman modal daerah.

h. Melaksanakan pengelolaan dan pend.okumentasian sistem informasi
manajemen ( SIM) perizinan.

i. Pelayanan terhadap Pengaduan masyarakat d"an pemberian arahan
serta penjelasan.

j. Pengkajian , pengidentifikasi , penginventarisasi data/informasi serta
pelaksanaa pemecahan permasalahan serta tindaklarljut terkait
pengaduan masyarakat.

k. Pelaksanaan klarifikasi dengan onstansi teknis terkait pengaduan
permasalahan pedE'inan dan pembuatan berita acara.

1. Pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan
nonpefizinan penanaman modal.

m. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan
penanaman modal.

n. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modal.

o. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan bidang.
p. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu

kepada atasan.
q. Pendistribusian tugas , memberikan petunjuk menilai prestasi kerja

bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
pengembangan karier pegawai.

t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik secara
lisan maupun tertulis.



IU

{2)

s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara
waktu kepada atasan;

t. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

u' Melaksanakan tugas rain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Kepala seksi Perizinan, Nonperi zinan dan pengorahan Data mempunyai
tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan pelaksanaan
kegiatan dibidang perizinan, Nonperizinan dan pengolahan Data.
uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a' Memberikan bantuan kepada pelanggan sesuai prosedur yang berlaku

agar tugas dapat beq'alan dengan lancar;
b' Mengurus kebutuhan dan kenyamanan pelanggan sesuai prosedur

yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan lancar;
c' Melakukan validasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;d. Menerima dan mencatat objek kerja sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berraku untuk diproses rebih lanjut;
e. Memproses objek kerja sesuai d.engan prosedur dan ketentuan yang

berlaku sebagai wujud pelayanan prima;
f' Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan nonoperizinan

penanaman modal;
g' Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sesuai

dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas;

h. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik
dalam mengolah objek keq'a;

berkala maupun sewaktu-

ketentuan yang
volume kegiatan

i. Menganalisis objek kerja sesuai dengan prosedur dan
berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan
berdasarkan laporan yang masuk;

j. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis objek kerja yang
masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
mengetahui volume dan jenis objek ke4'a yang akan diolah;

k. Melakukan pelaporan data penzinanpenanaman mod.al;
1. Melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi

penana-lnan modal.
m' Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepad,a atasan sesuai

dengan prosedur sebagai bahan evaluasi dan pertanggungiawaban
pelaksanaan tugas;

n' Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik
secara lisan maupun tertulis;



o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-
waktu kepada atasan;

p. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan sKp
setiap akhir tahun; dan

q. Melaksanakan tugas rain yang diberikan oreh atasan.

Pasal 17

(u Kepala seksi pengaduan, Evaluasi dan pelaporan Layanan
tugas mengkoordinasikan peraksanaan progr.rm kerja dan
kegiatan di seksi pengaduan, Evaluasi dan pelaporan Layanan.

(2) uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} terdiri dari:
a' Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pemberian arahan

serta penjelasan;

b' Pengkajian, pengidentilikasi, penginventarisasi d,atalinformasi serta
pelaksanaan pemecahan permasalahan serta tindak lanjut terkait
pengaduan masyarakat;

c' Pelaksanaan klarifikasi dengan Instansi Teknis terkait pengaduan
permasalahan perizinan dan pembuatan berita acara;

d' Pendistribusian tugas, memberikan petunjuk menilai prestasi kerja
bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta pembinaan dan
pengembangan karier pegawai ;

e. Menerima dan mengumpulkan objek kerja dari responden yang
ditentukan untuk kelancaran peraksanaan tugas;

f. Mempelajari/Memeriksa objek kerja sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk mengetahui maksud dan tujuan
kebenarannya;

g' Menerima dan Mencatat kegiatan objek ke{a sesuai dengan prosedur
yang berlaku, berdasarkan permasalahan yang terjadi sebagai bahan
penyusunan rencana kerja;

h' Melakukan verifikasi dan analisis pengaduan publik berdasarkan sektor
usaha dan wilayah;
Melaksanakan penyelesaian pengad.uan penanama"n modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
Mencatat perkembangan dan permasalahan objek kery'a secara periodik
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui
langkah pemecaha.nnya;

k' Mengelompokkan objek keq'a sesuai dengan permasalahannya untuk
memudahkan pemeriksaan;

l' Membuat laporan hasil temuan kepada pimpinan untuk dipakai sebagai
bahan pengambilan keputusan;

m' Menyimpan hasil evaluasi sesuai dengan prosedur agar dapat diproses
lebih lanjut;

mempunyai
pelaksanaan

i.

J.



Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

secara lisan maupull tertulis;
Meiakukan Pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan

serta memberikan sangsi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-

waktu kepada atasan;
Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP

setiap akhir tahun; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

terpadu satu pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, iniegrasi dan

sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-

masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah

serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala

Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila teq'adi

penyimpangan agar mengambil langka-h-langkah yarrg diperlukan sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kepala Dinas bertanggung jarvab untuk memirnpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

Sekretaris Dinaswajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan

peiaksanaan tugasnya.
Kepala Bidang w4jib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan tugasnya.
Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas untuk menyampaikan laporan

tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk menyampaikan laporan

tentang hasil peiaksanaan tugas tepat waktunya.

n.

o.

p.

q.

Il lt.,l

{21

(3)

(4)

(s)



BAB VI

KEPANGKATAN, PEMBERHENTIANDAN ESELON

Pasal 2 1

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eseion serta susunan kepegawaian diatur
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(U Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti
seleksi Pejabat tinggr pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

{2} Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

t3) Kepala Bidang di angkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Perundang-Undangan
yang berlaku.

Pasal 23

(1) Kepala Dinasmerupakan Jabatan Struktural Eselon Ilb.{Pejabat Tinggi
Pratama)

{21 sekretaris Dinas merupakan Jabatan struktural Eselon III.a

t3) Kepala Bidangmerupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
t4) Kepala Sub bagran dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural

Eselon IV.a

BAE} VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 75
Tahun 2A1"6 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



BAB Vii

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal24

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Piniu Kabupaien Buru sebagaimana iercanium eialar,n iar,npiran yarrg

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasai 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Buru Nomor 75
r ! - ^^1'*-niiang Pembenilrkan Susunan Organisasi cian Tata Kerja Dinasranun zuro Ie
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buru, dicabut

dan din5ratakan ti,iak berlaku.

BAB Viii
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunciangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan <ii i'{amiea

ovember 2Ol7

,V

Diundangkan di Namlea

pada tanggal 11 November 2Ol7

J *un*oo*r* DAERAH KAB,PATE'\' BURU,?
Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi {
Kahag Hukum Af rw1

/ 
AHI.aAD ASSAGAF t

BERITA DAER q.H itABiiPATEi\i BIJRU TAHUN 2Oi7 I{OMOR
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